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Rizki Sulfianti Amalia (B 111 11 132), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank CIMB Niaga sebagai 
Tindak Pidana Dibidang Perbankan. Studi Kasus 
No.403/Pid.B/2011/PN.Mks (dibawah bimbingan Bapak Muhadar 
selaku pembimbing I dan Bapak Amir selaku pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil yang diberlakukan dalam putusan No.403/Pid.B/2011/Pn.Mks 
serta untuk mengetahui penerapan hukum hakim terhadap penggelapan 
uang nasabah Bank CIMB Niaga. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan 
(field research) dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisaan data 
yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara 
menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah 
dilakukan secara yuridis yaitu adalah data primer yang diperoleh langsung 
dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari 
hasil studi kepustakaan. 
Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini adalah pada putusan 
No.403/Pid.B/2011/PN.Mks penerapan hukum pidana materiil yang 
digunakan jaksa penuntut umum adalah Undang-Undang Perbankan, 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik yang dirumuskan 
dalam dakwaan kombinasi alternative subsidair dan KUHP. Dan 
diketahuinya penerapan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terdakwa 
pembobolan dana nasabah Bank CIMB Niaga, yang dimana dalam 
perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar 
dakwaan pertama yakni Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (1) ke-
c. Hal ini sudah sesuai dengan ditempatkannya Undang-Undang 
Perbankan sebagai prioritas jika merujuk pada asas Kekhususan yang 
Sistematis. Dan juga diketahuinya penerapan sanksi yang dijatuhkan 
majelis hakim pada putusan No.403/Pid.B/2011/PN.Mks dengan 
menjatuhkan sanksi minimal tanpa lebih mempertimbangkan alasan yang 
dapat memperberat hukuman terdakwa. Padahal tindakan terdakwa dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita 
kenal dengan istilah IPTEKS, ditambah dengan perkembangan zaman 
atau yang kita kenal dengan istilah globalisasi tidak diragukan lagi telah 
membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh 
negara di dunia. Tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara 
yang sedang berkembang. Perkembangan yang terjadi tersebut 
mencakup segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang salah satu di antaranya adalah bidang perekonomian. 
Dengan adanya perkembangan globalisasi ini telah sangat berpengaruh 
pada seluruh sistem perekonomian negara. Semakin banyak kegiatan 
ekonomi yang dilakukan suatu negara, tentu saja akan berbanding lurus 
dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. 
Dengan adanya kondisi seperti ini, sektor riil tentu akan semakin bergerak 
maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu. 
Untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil, negara 
perlu membentuk sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, 
efektif, dan efisien.Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Berdasarkan 
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2, 
berbunyi : 
2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; 
 
Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah 
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.1 Dengan berpedoman usaha 
yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan 
menyalurkan kembali kemasyarakat2, dalam hal ini sebuah bank dapat 
mengajak masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam meningkatkan 
ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat itu sendiri pada khususnya. 
Untuk menjalankan tujuan tersebut, bank membutuhkan dana yang 
tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan bank tersebut dapat dihasilkan dari 
dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana 
ekstern). Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran 
modal, penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan 
lain-lain yang merupakan dana bersifat tetap. Sedangkan dana yang 
berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening koran, deposito 
berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan bank 
lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga 
(efek-efek) dan sumber lainnya. 
                                                          





Semakin lama bank menunjukan eksistennya dibidang 
perekonomian, membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat 
semakin nyata. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan 
produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan 
produk dan jasa bank dalam mencapai kepentingan ekonominya. 
Begitupun dengan bank. Bank memerlukan masyarakat agar bank bisa 
mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai 
semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang 
diinginkan oleh bank. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang 
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. 
Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat 
dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank 
bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip 
kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam 
mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Hubungan 
yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai 
dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika 
salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak 
lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang 
perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut 
dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di 
bidang perbankan.3 
                                                          
3Moch. Anwar. 1986. Tindak Pidana Dibidang Perbankan. Alumni:Bandung. 
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Namun demikian, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang 
dilakukan oleh bank, akan semakin membuka kesempatan bagi pihak 
yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik 
keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan 
yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. 
Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah 
mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai 
sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal 
bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, 
anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, 
pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam 
mengawasi bank (yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang diwakili 
oleh pejabat-pejabatnya). 
Maraknya tindak pidana perbankan sangat merugikan nasabah 
bahkan pemerintah melalui kas Negara. Dengan kata lain, dapat 
dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya 
atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank 
yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain 
atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang 
tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem 
moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan 
sistem pembayaran dunia. Oleh karena itu maka penulis menganggap 
bahwa perlunya penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi yang 
dibahas. Penulis mengangkat sebuah judul yaitu Tinjauan Yuridis 
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Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank CIMB 
Niaga Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.403/Pid.B/2011/Pn.Mks). 
 
B.  Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil pada Putusan 
No.403/Pid.B/2011/Pn.Mks 
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pembobolan dana nasabah bank pada putusan 
no.403/Pid.B/2011/PN.Mks 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada putusan 
no.403/Pid.B/2011/Pn.Mks 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pembobolan dana nasabah bank pada putusan 
no.403/Pid.B/2011/PN.Mks 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
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1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum materiil dalam 
tindak pidana pembobolan dana khususnya pada nasabah bank. 
2. Menambah bahan referensi bagi Penulis dan mahasiswa fakultas 
hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
penegakan hukum terhadap kejahatan pembobolan dana nasabah 
di Indonesia khususnya di Makassar. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 











A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istiah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah 
bahasa latindelictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut strafbaarfeit. 
Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf 
diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan 
boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, 
dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delik yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu 
strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana 
dalam arti strafbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit adalah 
suatu kejadian (feit) yang dapat diancam dengan hukuman 
pidana oleh undang-undang. 
 Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan 
pengertian “strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang melawan 
hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh 




Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian, yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit“ 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
 Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian 
“strafbaatfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18)  
“strafbaatfeitadalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum.” 
 
Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18) :“strafbaatfeitadalah suatu 
serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” 
Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim 
(Adami Chazawi,2002:72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau 
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana). 
Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai 
berikut: 
“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, 
yang redaksi artinya adalah strafbaatfeit. 
9 
 
Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna 
sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan 
ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut. 
Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan definisi sebagai 
berikut: 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut).” 
 
Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) 
sebagai berikut: 
“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang 
dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan diancam dengan pidana.” 
 
Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa : 
“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal 
dengan istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah 
pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah pidana tanpa 
mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.” 
 
Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik, 
Strafbaarfeit, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana 
mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan 
sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut. 
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Vos (Bambang Poernomo,1982:90) terlebih dahulu mengemukakan 
arti sebagai “Tatbestandmassigheit” merupakan kelakuan yang mencocoki 
lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang 
bersangkutan. 
Delik menurut pengertian sebagai “Wesencshau” telah diikuti oleh 
para ahli hukum pidana dan yurispudensi Nederland dalam hubungannya 
dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah 
strafbaarfeit menurut Vos (Bambang Poernomo 1982:91) adalah suatu 
kelakuan manusia yag diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam 
dengan ancaman pidana. 
Didalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaarfeit oleh 
Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo,1982:92) 
yang menyatakan suatu strafbaarfeit  adalah perbuatan yang melawan 
hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu 
strafbaarfeit mempunyai elemen “wederrechtliijkheld” dan “schuld” 
Hal ini sesuai dengan pandang dari Pompe yang menyebutkan 
definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers 
menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih 
menjurus kepada pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut hukum positif 
atau definisi pendek. Hal ini akan berbeda dengan Simons yang 




Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan 
penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa 
yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa : 
“Definisi dari peristiwa pidana tidak ada. Oleh karena itu timbulah 
pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat 
dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa 
pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu” 
 
Namun penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto 
(1989:30) menggunakan istilah tindak pidana didasarkan atas 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat 
diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur 
delik sebagai berikut : 
  Unsur Subjektif 
Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reurn mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus)dan 
kealpaan (schuld). 
 Unsur Objektif 
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Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1. Perbuatan manusia berupa : 
 Actyakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
 Omissions yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan 
menghilangkan kepenting-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik 
kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances)  
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
 Keadaan pada saat perbuaan dilakukan 
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
 Sifar dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsure delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah 
satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan 
dari pengadilan. 




a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsure subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, 
yaitu: 
 Suatu tindakan  
 Suatu akibat 
 Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa: 
1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
2. Kesalahan 
b. Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79) 
Unsur tindak pidana adalah: 
1. Perbuatan 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos (Adami Chazawi,2001:80) 
Unsur tindak pidana adalah : 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peratuan perundang-undangan 
d. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
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1. Perbuatan (yang) 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan 
Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana atau delik kejahatan, yaitu : 
a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan 
yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada hak dan kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa 
pidana (Pasal 1 ayat 24 KUHAP). Biasanya laporan ini datang 
dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) 
atau di keluarga korban, adapun laporan juga datang dari 
korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri melaporkan 
perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri. 
b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah 
pemberitahuan disertai permintan oleh pihak berkepentingan 
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut 
hukum seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang 
merugikannya (KUHAP Pasal 1 ayat 25). 
c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu 
tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 
pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
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sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 
menunjukan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan 
atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
d. Pengetahuan sendiri polisi yaitu polisi menduga adanya tindak 
pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan 
penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu 
tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui 
terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, 
dengan dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak 
kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap 
seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP. 
 
B. Perbankan dan Nasabah 
1. Pengertian Perbankan 
Definisi Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. 
2. Sistem Perbankan 
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Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Perbankan dalam Black’s 
Law Dictionary dirumuskan “the bussines of banking, as defined by law 
and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to 
circulate as money, when the banks are banks issue, in receiving deposits 
payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of 
money on collateral security, buying and selling bills of exchange, 
negotiating loans, and deadling in negotiable securities issues by the 
government, state and national, and municipal and others corporation”. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem 
perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
melakukan kegiatan usahanya secara keseluruhan. 
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1998. Pembahasan sistem perbankan dalam Undang-Undang ini 
mencakup mengenai: 
a. Asas, fungsi dan tujuan perbankan 
b. Jenis-jenis dan usaha bank 
c. Perizinan, pemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank 
d. Persyaratan dan prosedur pendirian bank 
Keempat elemen inilah yang merupakan satu kesatuan dalam 
sistem perbankan. Dimana masing-masing elemen berkaitan. Mulai dari 
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latar belakang tujuan perbankan, bentuk-bentuk lembaga perbankan, 
bagaimana cara mendirikan bank serta pengaturan kepemilikannya. 
 
3. Hukum Perbankan 
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah 
hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perbankan. Menurut Munir Fuady (Hermansyah, 2010:39): 
“Hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan, yurispudensi, doktrin dan 
lain-lain….” 
 
Sedangkan menurut Djumhana (Hermansyah, 2010:39) 
merumuskan hukum perbankan sebagai berikut: 
“Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum 
yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi 
segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya serta 
hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain” 
 
Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan 
sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang 
harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku, hak, kewajiban, tugas dan 
tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan 
tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi 
perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan. 
Hukum perbankan pada prinsipnya merupakan keseluruhan norma-
norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
melaksanakan kegiatan usahanya. 
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4. Pengertian Nasabah Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 
1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 
Definisi Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 
nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah 
penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam 
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 
bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang 
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan. 
 
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dibidang Perbankan 
1. Pengertian Tindak Pidana Dibidang Perbankan 
Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak 
pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 
Perbankan, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan 
yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana 
yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya 
intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana 
perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan 
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mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik 
umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan. Menurut Moch. 
Anwar dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di Bidang 
Perbankan” juga membedakan pengertian tindak pidana perbankan 
dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut 
didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang 
telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam 
menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana 
perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 
Pokok-Pokok Perbankan. 
Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat 
dua pengertian, yaitu: 
1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan 
yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-
Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 
KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Untuk selanjutnya, penulis akan menggunakan istilah tindak pidana 
di bidang perbankan, karena istilah tindak pidana di bidang perbankan 
memiliki cakupan arti yang lebih luas dari pengertian lainnya. 
2. Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang 
No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang 
perbankan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 
adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat 1 adalah 
sebagai berikut : 
“Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 
Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A 
adalah kejahatan.” 
 
Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 
adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang 
dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan 
dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah 
lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat 
kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya 
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kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan 
merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. 
Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan 
lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 
Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota 
Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku 
ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman 
pidana dimaksud berlaku umum. 
Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan 
terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan adalah Barang Siapa yang : 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa 
izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia 
b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening 
suatu bank. 
c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak 
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank. 
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d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau 
dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi 
atau rekening suatu bank atau dengan sengaja menguba, 
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak 
catatan pembukuan tesebut. 
Bagi para pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat 
dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda 
berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
3. Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah 
Tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak 
pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang diatur pada 
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu : 
“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja: 
a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 
pembukukan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen 
atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening 
suatu bank; 
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan 
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, 
laporan transaksi atau rekening suatu bank; 
c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan 
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, 
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara 
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sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”. 
 
Walaupun baik pada pasal tersebut maupun pada ketentuan umum 
dari Undang-Undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit nama 
dari tindak pidana ini, tetapi penggunaan frasa “pembobolan dana 
nasabah” telah bersifat umum. Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus 
pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai 
kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan 
sebutan white collar criminal.4 
Pasal 49 Ayat (1) yang mendapatkan ancaman hukuman adalah 
dari intern bank sendiri, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau 
pegawai bank yang dengan sengaja: 
 Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; 
 Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan 
tidak dilakukannya pencatatan; 
 Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, merusak atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan atau catatan 
pembukuan. 
Dalam dunia perbankan internasional tindakan pembobolan dana 
nasabah ini tergolong bank fraud. Menurut Black’s Law Dictionary, bank 
fraud dapat didefinisikan sebagai: 
The criminal offense of knowingly executing, or attempting to 
execute, a scheme or artifice to defraud a financial institution, or to 
                                                          




obtain property owned by or under the control of a financial 
institution, by means of false or fraudulent pretenses, 
representations, or promises.5 
 
Menurut Black’s Law Dictionary, definisi hukum dari bank fraud 
adalah tindak pidana dengan sengaja mengeksekusi atau mencoba untuk 
melaksanakan skema atau muslihat untuk menipu lembaga keuangan 
atau untuk mendapatkan properti yang dimiliki atau di bawah kendali 
lembaga keuangan dengan menggunakan identitas palsu, representasi, 
atau janji. Berdasarkan pada definisi ini dapat dilihat bahwa tindak pidana 
bank fraud, bank berada pada posisi korban yang dalam hal ini turut 
merugikan nasabah jika tindak pidana tersebut berupa pembobolan dana 
nasabah. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana ini 
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh unsur intern bank itu sendiri 
(anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank) maka tindak pidana ini 
merupakan kejahatan “orang dalam”. Dalam kaitannya dengan tindak 
pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam, pelaku juga dapat 
dijerat dnegan aturan lain diluar Undang-Undang Perbankan, yaitu : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang 
bida dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 
(penggelapan), Pasal 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 
378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dll. 
2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang No.3/1971, Undang-Undang Tahun 2002. 




Ketentuan Undang-Undang Korupsi biasanya diterapkan 
terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah Undang-
Undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, 
mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang 
pengganti atas kerugian Negara. 
Namun dalam praktik peradilan pidana, penggunaan Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dalam tindak pidana perbankan 
khususnya pembobolan dana nasabah masih mengundang perdebatan. 
Dalam beberapa kasus Undang-Undang Tipikor mendapat tempat yang 
lebih utama dibandingkan Undang-Undang Perbankan dalam penuntutan 
kasus perbankan. Beberapa ahli hukum menganggap hal ini sebagai 
penyimpangan terhadap asas systematische specialiteit atau asas 
kekhususan yang sistematis. 
Asas ini merupakan ketentuan pidana yang menyatakan walaupun 
tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia 
tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat 
khusus, yaitu apabila dengan jelas diketahui, bahwa pembentuk Undang-
Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana 
tesebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Tindakan 
memprioritaskan penuntutan menggunakan Undang-Undang Tipikor 
dianggap mendelegitimasi Undang-Undang Perbankan yang pada 





D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Untuk memberikan penjelasan tentang arti pidana dan hukum 
pidana menurut pakar, yaitu : 
Menurut Mr. W. P. J. Pompe (Waluyadi,2003:3) memberikan 
batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan 
aturan ketentuan-kententuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang 
dapat dihukum dan aturan pidananya. 
Menurut Moeljatno (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa hukum 
pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu 
Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagimana yang telah diancam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah 
melanggar larangan-larangan tersebut. 
Menurut Sudarto (Waluyadi,2003:3), mendefinisikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan 




Menurut Saleh (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu 
nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum disebut dengan 
teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 
dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 
tersebut 
Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barnag-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Teori pemidanaan dapat dikelompokan kedalam tiga golongan 
yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan 
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Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 
penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat 
penderitaan terhadap orang lain. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah yakni : 
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan). 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
b. Teori relative atau teori tujuan 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat 
maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu : 
1. Bersifat menakut-nakuti 
2. Bersifat memperbaiki 
3. Bersifat membinasakan 
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Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam 
yaitu : 
a. Pencegahan umum 
b. Pencegahan khusus 
c. Teori gabungan  
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat 
ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh cukup melampaui batas dari apa 
yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib 
masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
E. Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
aspek demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa 
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat 
mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana 
modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan 
adalah : 
Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupan pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 




2. Jenis-jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada paraktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah 
pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum 
mengajukan kekerabatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa 
penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan 
akhir dapat berupa : 
 Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan 
kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
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 Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
 Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan 
sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa: 
1. Putusan bebas (pasal 191 ayat 1 KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim, 
disebut dengan putusan “vrijspraak”.Aturan hukum putusan 
bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas” 
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan’ adalah tidak cukup bukti menurut 
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penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan 
alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2. Putusan pelepasan terdakwa dari segal tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat 1 KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” 
 
 
Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap 
penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika : 
a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang, pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana. 
b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan 
Pasal 193 ayat 1 KUHAP yaitu : 
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
maka, pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat 
terjadi jika hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim 
berpendapat : 
- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa 
atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup 
tindak pidana atau pelanggaran 
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta 








Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi 
yang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proposional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Kota Makassar yaitu 
tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan Penulis mengambil 
tempat penelitian di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan 
judul skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : 
1. Data primer, merupakan data yang dikumpulkan melalui 
penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak 
yang berkompetensi, dalam hal ini hakim yang telah memiliki 
pengalaman menangani kasus pembobolan dana nasabah. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan 
dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan 
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perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, 
internet, buku-buku serta literatur lain yang menunjang objek 
yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research).Penelitian lapangan (field 
research),yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui wawancara dengan instansi terkait. 
Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan 
penelitian penulis. 
 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Pembobolan Dana Nasabah Pada Putusan 
No.403/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada 
Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. 
Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui 
Undang-Undang yang bersifat administratif. Berbeda dengan tindak 
pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus, tindak pidana 
administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran ketentuan yang 
diatur dalam suatu Undang-Undang yang sifatnya administratif. Larangan 
pada Undang-Undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi 
administratif, tetapi pada beberapa Undang-Undang juga terdapat pasal-
pasal dengan ancaman sanksi pidana. 
Sebagai sebuah Undang-Undang administratif, Undang-Undang 
Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. 
Terdapat beberapa Undang-Undang lain yang sering digunakan untuk 
mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh 
tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat 
ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana 
perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada 
akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (concursus). 
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Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut 
untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan 
sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam 
pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap,6 dua hal yang 
penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan 
surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan 
penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan 
sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan 
pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki 
keleluasaan dalam perumusan surat dakwaan, tetapi keleluasaan tersebut 
harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. 
Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan hukum 
atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, surat 
dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa terdakwa 
dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, penetapan aturan hukum yang 
akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat. 
Selanjutnya Penulis akan menguraikan penerapan hukum materiil 
pada putusan No.403/Pid.B/2011/Pn.Mks yang merupakan ulasan 
mengenai Undang-Undang yang dapat digunakan dalam mendakwa 
pelaku tindak pidana Pembobolan Dana Nasabah. 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap :  Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan; 
Tempat Lahir :  Pare-pare; 
                                                          
6Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 
dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 387. 
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Umur/Tgl.Lahir :  37 Tahun/05 Desember 1979; 
Jenis Kelamin :  Laki-laki; 
Kebangsaan/ 
Kewarganegaraan :  Indonesia 
Tempat Tinggal :  BTN Minasa Upa Blok AM No.11   Makassar; 
Agama :  Islam 
Pekerjaan :  Karyawan Bank CIMB Niaga   
 
2. Posisi Kasus 
Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN bersama 
Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan Lk.Awi (Daftar 
Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 
2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010, 
bertempatan di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga Cab. Makassar atau 
setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadian 
Negeri Makassar, telah melakukan dan turut serta, dengan sengaja 
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau 
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam 
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan 
pembukuan tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
Bahwa Terdakwa Rudy GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN yang 
adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar bagian kasir, 
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tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system untuk melihat data 
nasabah dengan menggunakan user ID dengan nomor 7559 miliknya dan 
mencatat data-data nasabah yang diinginkan berupa nomor rekening, 
alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH complain dananya berkurang dan setelah dilakukan 
pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening H.IBRAHIM 
BONRO dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI bersama terdakwa Rudi 
Guiwan yang telah lebih dulu menginformasikan kepada Rully, SE. nomor 
pin ATM H.Ibrahim Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari 
H.Ibrahim Bonro yaitu Ir.Abd Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahi terdakwa setelah Ir. Abd Hafid 
gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang Kakatua, sehingga 
terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang bertugas sebagai kasir 
langsung membantu. Tanpa sadar Ir.Abd.Hafid menyebutkan nomor pin 
dari kartu ATM milik ayahnya yakni 101010 yang kemudian terus diingat 
oleh terdakwa Rudy Guiwan. 
Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM nasabah 
tersebut kepada Rully S.E yang bekerja sebagai costumer servise pada 
Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy Guiwan bersama Rully 
lalu melakukan regristrasi sebagai pengguna CIMB CLIKS melalui situs 
www.Cimbcliks.co.id dengan menyewa sebuah unit computer pada 
warung internet. Setelah melakukan registrasi Rully lalu menghubungi 
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Rabiah Aladawiah pada bagian costumer servise dengan mengaku 
sebagai H. Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon 
seluler milik H. Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor 
telepon seluler milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampungan yang 
dibuat oleh Alwi yang berada di Jakarta. 
Jumlah rekening atas nama H.Ibrahim Bonro,Sh,MH. yang dananya 
berhasil dipindahbukukan oleh Rully,SE adalah sebesar Rp. 185.000.000,- 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 
o Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
o Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri sebesar 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 
November 2010; 
o Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
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o Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
o Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri sebesar 
Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 
November 2010; 
Bahwa dana nasabah atas nama H.Ibrahim Bonro, SH, MH yang 
telah dipindahkan oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening fiktif tersebut telah diganti 
oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank CIMB Niaga mengganti kerugian 
sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan 
dari dana yang diambil oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
mendapat bagian sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
pada kasus ini merupakan surat dakwaan kombinasi. Bentuk surat 
dakwaan kombinasi merupakan gabungan antara bentuk surat dakwaan 
kumulatif, alternative, dan subsidair. Untuk surat dakwaan pada kasus ini, 
kombinasi yang diterapkan antara bentuk alternative dengan subsidair. 
Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang 
Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan kombinasi ini timbul akibat 
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adanya perkembangan variasi tindak pidana atau kriminalitas baik dalam 
jenis/bentuknya maupun dalam modus operandinya. 
Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa 
Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan: 
PERTAMA: 
Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan 
Lk.Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui 
pada bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
pada tahun 2010, bertempatan di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga 
Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain 
dalam daerah hukum Pengadian Negeri Makassar, telah 
melakukan dan turut serta, dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan 
adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 
transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja 
mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau 
merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan terdakwa 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa Rudy GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
yang adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system 
untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID dengan 
nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang 
diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, 
nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH complain dananya berkurang dan setelah 
dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening 
H.IBRAHIM BONRO dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI 
bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu 
menginformasikan kepada Rully, SE. nomor pin ATM H.Ibrahim 
Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H.Ibrahim Bonro yaitu 
Ir.Abd Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahi terdakwa setelah Ir. Abd 
Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang 
Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang 
bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar 
Ir.Abd.Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik ayahnya 
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yakni 101010 yang kemudian terus diingat oleh terdakwa Rudy 
Guiwan. 
Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM 
nasabah tersebut kepada Rully S.E yang bekerja sebagai costumer 
servise pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy 
Guiwan bersama Rully lalu melakukan regristrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS melalui situs www.Cimbcliks.co.id dengan 
menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah 
melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiah 
pada bagian costumer servise dengan mengaku sebagai H. Ibrahim 
Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. 
Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler 
milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampungan 
yang dibuat oleh Alwi yang berada di Jakarta. 
Jumlah rekening atas nama H.Ibrahim Bonro,Sh,MH. yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Rully,SE adalah sebesar 
Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah atas nama H.Ibrahim Bonro, SH, MH 
yang telah dipindahkan oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN 
YUSRAN GUIWAN bersama RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening 
fiktif tersebut telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank 
CIMB Niaga mengganti kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari dana yang diambil 
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oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN mendapat bagian 
sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). 
 Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 49 (1) c UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang 






Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan 
Lk.Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui 
pada bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
pada tahun 2010, bertempatan di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga 
Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain 
dalam daerah hukum Pengadian Negeri Makassar,dengan sengaja 
tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi 
Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik 
public, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa Rudy GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
yang adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system 
untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID dengan 
nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang 
diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, 
nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH complain dananya berkurang dan setelah 
dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening 
H.IBRAHIM BONRO dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI 
bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu 
menginformasikan kepada Rully, SE. nomor pin ATM H.Ibrahim 
Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H.Ibrahim Bonro yaitu 
Ir.Abd Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahi terdakwa setelah Ir. Abd 
Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang 
Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang 
bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar 
Ir.Abd.Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik ayahnya 




Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM 
nasabah tersebut kepada Rully S.E yang bekerja sebagai costumer 
servise pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy 
Guiwan bersama Rully lalu melakukan regristrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS melalui situs www.Cimbcliks.co.id dengan 
menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah 
melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiah 
pada bagian costumer servise dengan mengaku sebagai H. Ibrahim 
Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. 
Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler 
milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampungan 
yang dibuat oleh Alwi yang berada di Jakarta. 
Jumlah rekening atas nama H.Ibrahim Bonro,Sh,MH. yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Rully,SE adalah sebesar 
Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
-     Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah atas nama H.Ibrahim Bonro, SH, MH 
yang telah dipindahkan oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN 
YUSRAN GUIWAN bersama RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening 
fiktif tersebut telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank 
CIMB Niaga mengganti kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari dana yang diambil 
oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN mendapat bagian 
sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). 
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Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang 




Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan 
Lk.Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui 
pada bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
pada tahun 2010, bertempatan di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga 
Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain 
dalam daerah hukum Pengadian Negeri Makassar,dengan sengaja 
tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi 
Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik 
public ditujukan terhadap computer dan/atau sistem elektronik serta 
informasi elektronik, dan dokumen elektronik milik pemerintng 
dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada 
lembaga pertahanan,bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga 
internasional, otoritas penerbangan, orang yang melakukan,  yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, adapun 
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa Rudy GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
yang adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system 
untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID dengan 
nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang 
diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, 
nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH complain dananya berkurang dan setelah 
dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening 
H.IBRAHIM BONRO dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI 
bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu 
menginformasikan kepada Rully, SE. nomor pin ATM H.Ibrahim 
Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H.Ibrahim Bonro yaitu 
Ir.Abd Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahi terdakwa setelah Ir. Abd 
Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang 
Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang 
bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar 
Ir.Abd.Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik ayahnya 




Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM 
nasabah tersebut kepada Rully S.E yang bekerja sebagai costumer 
servise pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy 
Guiwan bersama Rully lalu melakukan regristrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS melalui situs www.Cimbcliks.co.id dengan 
menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah 
melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiah 
pada bagian costumer servise dengan mengaku sebagai H. Ibrahim 
Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. 
Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler 
milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampungan 
yang dibuat oleh Alwi yang berada di Jakarta. 
Jumlah rekening atas nama H.Ibrahim Bonro,Sh,MH. yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Rully,SE adalah sebesar 
Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah atas nama H.Ibrahim Bonro, SH, MH 
yang telah dipindahkan oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN 
YUSRAN GUIWAN bersama RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening 
fiktif tersebut telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank 
CIMB Niaga mengganti kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari dana yang diambil 
oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN mendapat bagian 
sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). 
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Perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasa pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 





Bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
bersama Rully, S.E. bin Jufri (diajukan dalam berkas tersendiri) dan 
Lk.Awi (Daftar Pencarian Orang) pada hari tanggal tidak diketahui 
pada bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
pada tahun 2010, bertempatan di Jalan Kakatua Bank CIMB Niaga 
Cab. Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain 
dalam daerah hukum Pengadian Negeri Makassar,mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain, dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, 
dilakukan dengan bersekutu, adapun perbuatan terdakwa dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa Rudy GUIWAN BIN YUSRAN GUIWAN 
yang adalah pegawai pada Bank CIMB Niaga Cab. Makassar 
bagian kasir, tanpa sepengetahuan nasabah masuk ke system 
untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID dengan 
nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang 
diinginkan berupa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, 
nomor kartu ATM dan saldo nasabah; 
Bahwa perbuatan Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN terungkap setelah salah satu nasabah yakni H.IBRAHIM 
BONRO, SH, MH complain dananya berkurang dan setelah 
dilakukan pengecekan, ternyata pemindahbukuan dana rekening 
H.IBRAHIM BONRO dilakukan oleh RULLY, SE BIN JUFRI 
bersama terdakwa Rudi Guiwan yang telah lebih dulu 
menginformasikan kepada Rully, SE. nomor pin ATM H.Ibrahim 
Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari H.Ibrahim Bonro yaitu 
Ir.Abd Hafid. 
Nomor pin ATM tersebut diketahi terdakwa setelah Ir. Abd 
Hafid gagal melakukan transaksi di ATM CIMB Niaga cabang 
Kakatua, sehingga terdakwa Rudy Guiwan yang saat itu sedang 
bertugas sebagai kasir langsung membantu. Tanpa sadar 
Ir.Abd.Hafid menyebutkan nomor pin dari kartu ATM milik ayahnya 
yakni 101010 yang kemudian terus diingat oleh terdakwa Rudy 
Guiwan. 
Terdakwa Rudy Guiwan lalu memberikan nomor pin ATM 
nasabah tersebut kepada Rully S.E yang bekerja sebagai costumer 
servise pada Bank CIMB Niaga Kios Bandang. Terdakwa Rudy 
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Guiwan bersama Rully lalu melakukan regristrasi sebagai 
pengguna CIMB CLIKS melalui situs www.Cimbcliks.co.id dengan 
menyewa sebuah unit computer pada warung internet. Setelah 
melakukan registrasi Rully lalu menghubungi Rabiah Aladawiah 
pada bagian costumer servise dengan mengaku sebagai H. Ibrahim 
Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler milik H. 
Ibrahim Bonro untuk melakukan penggantian nomor telepon seluler 
milik H. Ibrahim Bonro dari nomor 08124180014 menjadi 
08525145445. Setelah nomor telepon seluler berubah maka Rully 
melakukan pemindahbukuan dana ke rekening fiktif penampungan 
yang dibuat oleh Alwi yang berada di Jakarta. 
Jumlah rekening atas nama H.Ibrahim Bonro,Sh,MH. yang 
dananya berhasil dipindahbukukan oleh Rully,SE adalah sebesar 
Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 
02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 02 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Cimb Niaga 
Cabang Pasar Minggu Jakarta masing-masing sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 5 kali sehingga 
totalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juga rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
-    Rekening atas nama Mahmuddin Yasin di Bank Mandiri 
sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada 
tanggal 03 November 2010; 
Bahwa dana nasabah atas nama H.Ibrahim Bonro, SH, MH 
yang telah dipindahkan oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN 
YUSRAN GUIWAN bersama RULLY, SE BIN JUFRI ke rekening 
fiktif tersebut telah diganti oleh Bank CIMB Niaga, sehingga Bank 
CIMB Niaga mengganti kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- 
(seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari dana yang diambil 
oleh Terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN mendapat bagian 
sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah). 
Perbuatan Terdakwa Rudy Guiwan bin Yusran Guiwan 





4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum telah terdengar tuntutan 
pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis 
hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: 
a) Menyatakan bahwa terdakwa RUDY GUIWAN BIN YUSRAN 
GUIWAN bersalah melakukan tindak pidana “pembobolan dana 
nasabah bank CIMB Niaga” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 49 (1) c UU RI No.10 Tahun 1998 tentang 
perbankan jo. Pasal 55 (1) KUHP dalam surat dakwaan 
pertama; 
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana pienjawa 
selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subside 2 (dua) bulan 
kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam 
tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa 
tetap ditahan; 
c) Menyatakan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dititip kepada Arni 
Haerani, SE Karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar 
sesuai berita acara penyimpanan serah-terima barang bukti 
tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-
2011 nomor rek. 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan 
Iqbal, 1 (satu) unit computer merk IBM Lenovo yang terdiri dari 1 
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(satu) buah CPU, 1(satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, 
dan 1 (satu) buah keyboard dititp kepada Rony Stepan Sangadi, 
SE tanda terima tanggal 20-01-2011, 2(dua) keeping piringan 
DVD merek Max speedy yang berisi rekaman CCTV sdr.Rully 
pada saat membuka data nasabah, data log inquiry oleh sdr 
Rudy Guiwan pada bank CIMB Niaga cabang Makassar, 1(satu) 
eksemplar rek. koran dengan no. rekening 300108101118 a.n 
H.Ibrahim Bondro, SH, MH, pada Bank CIMB Niaga, rekaman 
suara yang mengatasnamakan Hj. Yoyop Sutarya, rekaman 
suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty, Berita Acara 
Serah terima User ID a.n. Rully, SE berita acara serah terima 
User ID a.n. Rudy Guiwan, rek Koran a.n. pada Bank CIMB 
Niaga, rek Koran a.n. Lily Herawaty pada bank CIMB Niaga, 
surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. 
Yoyop Sutarya, surat otomatisasi monitoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty, surat permintaan konfirmasi 
keabsahan KTP a.n. Mahmudin Yasin, surat permintaan 
konfirmasi keabsahan KTP a.n. Novita Sari, surat permintaan 
konfirmasi keabsahan KTP a.n. Sutaryo dan surat keterangan 
Lurah Lamper Lor Kec. Semarang Selatan, Semarang untuk 
dikembalikan kepada yangberhak PT. Bank CIMB Niaga 
Cab.Makassar; 
d) Menetapkan agar ia Terdakwa, membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
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5. Amar Putusan 
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama 
terdakwa Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan dalam amar putusannya pada 
Putusan Nomor 403/Pid.b/2011/PN.Mks, sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa Rudy Guiwan Bin Yusran Guiwan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pembobolan Nasabah Bank”; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Yusran Guiwan 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahu dan denda sebesar 
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan 
bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan kurungan; 
c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Memerintahkan agar Terdakw tetap berada dalam tahanan; 
e. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dititip kepada Arni 
Haerani, SE Karyawan Bank CIMB Niaga Cabang Makassar 
sesuai berita acara penyimpanan serah-terima barang bukti 
tanggal 19-01-2011 merujuk setoran pembukuan tanggal 19-01-
2011 nomor rek. 030 01 22609 13 0 nama nasabah Sultan 
Iqbal, 1 (satu) unit computer merk IBM Lenovo yang terdiri dari 1 
(satu) buah CPU, 1(satu) buah monitor, 1 (satu) buah mouse, 
dan 1 (satu) buah keyboard dititp kepada Rony Stepan Sangadi, 
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SE tanda terima tanggal 20-01-2011, 2(dua) keeping piringan 
DVD merek Max speedy yang berisi rekaman CCTV sdr.Rully 
pada saat membuka data nasabah, data log inquiry oleh sdr 
Rudy Guiwan pada bank CIMB Niaga cabang Makassar, 1(satu) 
eksemplar rek. koran dengan no. rekening 300108101118 a.n 
H.Ibrahim Bondro, SH, MH, pada Bank CIMB Niaga, rekaman 
suara yang mengatasnamakan Hj. Yoyop Sutarya, rekaman 
suara yang mengatasnamakan Lily Herawaty, Berita Acara 
Serah terima User ID a.n. Rully, SE berita acara serah terima 
User ID a.n. Rudy Guiwan, rek Koran a.n. pada Bank CIMB 
Niaga, rek Koran a.n. Lily Herawaty pada bank CIMB Niaga, 
surat otomatisasi monitoring penanganan keluhan a.n. Hj. 
Yoyop Sutarya, surat otomatisasi monitoring penanganan 
keluhan a.n. Lily Herawaty, surat permintaan konfirmasi 
keabsahan KTP a.n. Mahmudin Yasin, surat permintaan 
konfirmasi keabsahan KTP a.n. Novita Sari, surat permintaan 
konfirmasi keabsahan KTP a.n. Sutaryo dan surat keterangan 
Lurah Lamper Lor Kec. Semarang Selatan, Semarang untuk 
dikembalikan kepada yangberhak PT. Bank CIMB Niaga 
Cab.Makassar; 
f. Membebankan Terdakwa membayr biaya perkara sebesar 
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
Demikian di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh 
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JAMUKA SITORUS, SH.M.Him., sebagai Hakim Ketua, RAILAM 
SILALAHI, SH., dan JAN MANOPPO, SH. Masing-masing sebagai Hakim 
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
Majelis Hakim, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam 
persidangan yang di nyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim 
tersebut diatas, dibantu oleh HJ.MARYAM, SH Panitera Pengganti pada 
Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh H.ARIFUDDIN SAKKA, SH 
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa. 
6. Analisis Penulis 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal atau aturan 
yang mengatur dimana perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal adanya 
suatu dugaan perbuatan tindak pidana, penegak hukum harus dapat 
menyidik dengan cermat agar dapat memperoleh kejelasan bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku benar-benar suatu tindak pidana.  
Lalu proses hukum berlanjut dengan upaya penegak hukum 
melakukan pembuktian untuk mengetahui aturan apa saja yang telah 
dilanggar serta sejauh mana perbutan pelaku melanggar aturan tersebut. 
Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah 
tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana 
tersebut. 
Berdasarkan kasus yang Penulis uraikan, maka dapat disebutkan 
bahwa telah terjadi tindak pembobolan yang dilakukan oleh pegawai Bank 
CIMB terhadap dana milik seorang nasabah berupa tindakan pemindah 
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bukuan yang diawali dari ketidak sadaran nasabah menyebutkan Personal 
Identitas Number. Akibat dari perbuatan tersebut, nasabah Bank CIMB 
Niaga bernama H.Ibrahim Bonro mengalami kerugian sebesar Rp. 
185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana dana 
nasabah tersebut telah dikembalikan oleh pihak Bank CIMB Niaga yang 
pada akhirnya menanggung kerugian atas pergantian dana tersebut. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pejabat Bank 
Tabungan Negara, Sulwan Ramli S.E, pada tanggal 22 Desember 2014 
pukul 11.00 mengatakan bahwa …. 
Perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh Rudy 
Guiwan dilakukan secara bersama-sama dengan rekan sesama pegawai 
Bank CIMB Niaga. Namun dalam penuntutannya, perkara kedua pelaku 
tersebut diproses secara terpisah dalam dua berkas perkara yang 
berbeda. Penuntutan secara “pemecahan” atau splitsing adalah hal yang 
lazim dilakukan dalam penuntutan perkara yang terdapat lebih dari satu 
terdakwa atau penyertaan (deelneming). Menurut Adami Chazawi, 
deelneming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 
serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik 
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu 
tindak pidana.7 Pemecahan berkas perkara ini diatur dalam Pasal 142 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan 
                                                          
7 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan (Bagian 
3), PT .Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm.73. 
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dan penetapan pengadilan.8 Salah satu yang menjadi tugas penuntut 
umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar 
landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Oleh karena 
itu surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal tersebut 
secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana 
bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus 
menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 
itu dilakukan.9 
Pada putusan yang Penulis teliti, Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan surat dakwaan dengan bentuk kombinasi. Kombinasi yang 
dipilih adalah gabungan antara bentuk surat dakwaan alternative dengan 
surat dakwaan subsidair. Hal ini ditandai dengan adanya kata “atau” 
diantara setiap dakwaan.  
Berikut adalah susunan dakwaan kombinasi yang ditetapkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum : 
 Pertama  
Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
                                                          
8 Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan 
dan Penuntutan, PT. Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 385. 
 
9 PAF Lamintang, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan 
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurispudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum 
Pidana, CV.Sinar Baru., Bandung, hlm 315. 
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1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang 
dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau 
rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, 
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak 
catatan pembukuan tersebut, orang yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. 
 
 Kedua 
Primair : Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
“Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, 
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau dokumen 
elektronik milik orang lain atau milik publik, orang yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan”. 
 
Subsidair : Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11   
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik  Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik 
dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik 
ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta 
informasi elektronik, dan/dokumen elektronik milik pemerintah 
dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada 
lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, 
lembaga internasional, otoritas penerbangan, orang yang 
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melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan”. 
 
 Ketiga   
Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin memiliki secara 
melawan hukum, dilakukan dengan bersekutu”. 
Pada kasus yang Penulis teliti, terdakwa Rudy Guiwan membobol 
dana nasabah memiliki kemiripan dengan tindak pidana yang diatur pada 
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE serta Pasal 363 ayat (1) ke-4 
KUHP yaitu pencurian yang dilakukan bersama-sama. Hal inilah yang 
menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat 
dakwaan yang bermaksud untuk menghindari terdakwa terlepas dari 
pertanggungjawaban pidana (crime liability). 
Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa telah 
melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan 
terpenuhinya unsur-unsur : 
1) Setiap orang; 
Bahwa pengertian “setiap orang” tersebut menunjuk kepada 
subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu (manusia) yang 
dalam perkara ini adalah terdakwa RUDY GUIWAN Bin 
YUSRAN GUIWAN, dengan segala identitas dimana selama 
persidangan berlangsung menunjuk baik secara fisik maupun 
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psikis adalah seorang yang cakap bertindak, dewasa, 
sehat/tidak terganggu fisik maupun mentalnya sehingga 
menurut hukum terdakwa adalah subjek hukum yang mampu 
bertanggung jawab atas semua perbuatannya di depan hukum. 
2) Pegawai Bank, yang dengan sengaja mengubah laporan 
transaksi atau rekening suatu Bank; 
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung 
keterangan Terdakwa sendiri RUDY GUIWAN Bin YUSRAN 
GUIWAN telah membenarkan bahwa ia bersama Rully Jufry, SE 
dan Lk. Alwi dengan sengaja mengubah laporan transaksi atau 
rekening bank CIMB Niaga milik salah seorang nasabah 
bernama H.Ibrahim Bonro. 
3) Yang turut serta melakukan. 
Bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa RUDY 
GUIWAN Bin YUSRAN GUIWAN mengaku bersama Rully Jufri, 
SE dan Lk.Alwi, bertempatan di Bank CIMB Niaga Cab. 
Makassar di Jalan Bandang telah membobol dana nasabah 
sesuai dengan keterangan para saksi. 
 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 
Terhadap Terdakwa Pembobolan Dana Nasabah pada putusan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang pernah 
menangani kasus Pembobolan Dana Nasabah bahwa dalam penjatuhan 
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hukuman bagi terdakwa Rudy Guiwan terbukti dan mencocoki semua 
unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) c. Putusan hakim yang 
memilih untuk menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan pertama yang 
menggunakan Undang-Undang Perbankan menurut Penulis adalah hal 
yang tepat. Menurut analisis penulis, pembobolan dana nasabah 
merupakan tindak pidana yang dilakukan diruang lingkup perbankan, 
maka dari itu, Undang-Undang Perbankan memiliki kekhususan yang lebih 
dibandingkan Undang-Undang ITE. 
Pendapat ini dibenarkan oleh hakim yang pernah menangani kasus 
pembobolan dana nasabah, Rianto Adam Pontoh, dalam  wawancara 
yang Penulis lakukan pada Tanggal 19 Desember 2014 Pukul 09.45 WITA 
mengatakan bahwa pemilihan dakwaan pertama didasarkan pada asas 
Kekhususan Sistematis. Menurut Rianto Adam Pontoh dalam mengadili 
suatu kasus, penegak hukum wajib untuk taat kepada asas hukum untuk 
menghindari adanya penyimpangan yang akan mencemari proses hukum.  
Asas Kekhususan yang Sistematis ini merupakan asas turunan dari 
asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis (ketentuan yang khusus 
mengenyampingkan ketentuan yang umum). Pada umumnya asas Lex 
Specialis hanya dianggap sebagai asas yang mengatur pemberlakuan 
aturan hukum yang dikenakan pada suatu kasus jika terdapat dua aturan 
dimana salah satunya bersifat lebih khusus dari yang lain. Namun, jika 
terdapat dua aturan yang dapat diberlakukan tetapi keduanya merupakan 
aturan khusus maka aparat hukum harus berpegang pada turunan dari 
asas Lex Specialis yaitu asas Kekhususan yang Sistematis. 
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Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat 
khusus bila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk 
memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan 
pidana yang bersifat khusus. Kekhususan yang Sistematis berarti dalam 
memilih antara dua aturan yang akan diberlakukan, harus digunakan 
pengamatan yang sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi. 
Misalnya, jika subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, 
alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan terjadinya delik berada 
dalam konteks perbankan, maka Undang-Undang khusus yang harus 
diberlakukan atau diprioritaskan adalah Undang-Undang Perbankan 
meskipun terdapat Undang-Undang khusus lain yang memiliki ketentuan 
yang juga dapat mencakup perbuatan tersebut. 
Selain pemilihan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, 
Penulis turut mencermati sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap terdakwa. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000.000,- 
(sepuluh miliar rupiah) akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana 
selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- 
(dua miliar rupiah) subsider 2(dua) bulan kurungan. Pidana yang 
dijatuhkan hakim tersebut merupakan pidana minimum (straf minimum) 




Menurut Hakim yang Penulis wawancara mengenai perkara 
tersebut, beliau berpendapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana 
Rudi Guiwan Bin Yusran Guiwan telah memiliki kekuatan hukum yang 
tetap, telah sesuai berdasarkan beberapa alasan yang meringankan dan 
memberatkan sanksi pidana terhadap terpidana seperti terdakwa 
mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan 
selama persidangan. 
Menurut Penulis, terdakwa Rudi Guiwan seharusnya dapat dijatuhi 
hukuman pidana diatas pidana minimal mengingat secara jelas hakim 
menyebutkan adanya pemberat yaitu perbuatan terdawa dianggap 
meresahkan nasabah Bank Cimb Niaga Cabang Makassar. Mengenai 
alasan pemberat ini, menurut Rianto Adam Pontoh berdasarkan 
wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 19 Desember 2014 Pukul 
09.45 berpendapat penetapan hakim sudah pantas mengingat tindak 
pidana perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi yang 
jika terjadi dapat memberi dampak pada ekonomi masyarakat berupa 
terganggunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. 
Sebagai penyedia jasa keuangan yang berhubungan dengan 
masyarakat luas, lembaga perbankan telah menjadi salah satu badan 
yang vital bagi masyarakat. Adanya tindak pidana pembobolan dana 
nasabah yang dilakukan oleh internal bank akan menjatuhkan 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Rendahnya 
integritas pelaku dalam menjalankan pekerjaannya seharusnya bisa 
menjadi bagian pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman 
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terdakwa mengingat pada dasarnya terdakwa melakukan kejahatan dalam 








Berdasarkan uraian skripsi di atas, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan 
pembahasan sebagai berikut ini: 
1) Tindak pidana pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh 
terdakwa Rudy Guiwan pada perkara Putusan Nomor 
403/Pid.B/2011/PN.MKS merupakan tindak pidana yang terjadi 
dalam ruang lingkup perbankan. Kompleksnya tindak pidana ini 
menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa ini 
dapat diterapkan lebih dari satu Undang-Undang. Undang-Undang 
tersebut antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 
1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun jika berpedoman pada 
asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis (ketentuan yang khusus 
mengenyampingkan ketentuan yang umum) dan asas 
Systematische specialiteit (Kekhususan yang Sistematis) maka 
aparat hukum wajib menerapkan Undang-Undang Perbankan 
dalam menuntut perkara pembobolan dana nasabah mengingat 
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tindak pidana ini secara sistematis berada dalam ruang lingkup 
perbankan. 
2) Penerapan hukum hakim terhadap tindak pidana pembobolan dana 
nasabah yang dilakukan oleh terdakwa Rudy Guiwan menurut 
Penulis tidak sesuai, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan 
terdakwa dapat meresahkan nasabah Bank CIMB, menggangu 
kepercayaan masyarakat terhadap Bank CIMB dan menimbulkan 
kerugian materil pada Bank CIMB akibat dari menanggung kerugian 
dana nasabah tersebut. 
 
B. Saran 
1) Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, 
aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang-Undang 
Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang 
Sistematis. 
2) Setelah mencoba menganalisis kasus, penulis beranggapan bahwa 
kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah semata-mata 
disebabkan oleh kelebihan terdakwa melainkan adanya kelalaian 
dari nasabah sendiri. Maka dari itu penulis menyarankan kepada 
masyarakat agar lebih cermat dalam memahami fungsi dan 
wewenang setiap petugas di setiap instansi agar masyarakat bisa 
mengetahui kemana dia harus mengadu jika mengalami masalah 
yang berhubungan dengan instansi tersebut. 
66 
 
3) Perlu adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya, agar tidak ada 
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